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BAB IV
PENUTUP

I. Kesimpulan

A. Pengaturan kepemilikan tanah pertanian absentee bertujuan untuk menjamin
kepemilikan tanah pertanian untuk petani yang berdomisili di kecamatan letak
tanah pertanian tersebut. Hal ini dimaksudkan supaya kepengelolaan tanah
dapat dilakukan secara maksimal dengan menghindari cara-cara pemerasan.
Pemilik tanah pertanian absentee dalam kurun waktu satu tahun sejak
kematian pewaris harus pindah domisili ke kecamatan letak tanah pertanian
atau mengalihkan tanh pertaniannya kepada orang yeng berdomisili di
kecamatan letak tanah tersebut.
Pengecualian larangan kepemilikan tanah pertanian absentee diberikan
kepada pegawai negeri, pejabat militer, mereka yang menjalankan tugas
Negara, mereka yang sedang menunaikan kewajiban agama, mereka yang
mempunyai alasan khusus yang dapat diterima oleh Menteri Agraria,
kemudian ditambah dengan pensiunan pegawai negeri, janda pegawai negeri

dan janda pensiunan pegawai negeri,

B. Larangan kepemilikan tanah pertanian absentee karena pewarisan belum
memenuhi syarat keadilan ketika dilihat dari sudut persamaan hak. Hal ini
disebabkan karena ada penambahan subjek yang dikecualikan yaitu
pensiunan pegawai negeri dan janda pegawai negeri dan janda pensiunan

pegawai negeri.



88

C. Konsekwensi Yuridis Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Yang
Diakibatkan Karena Pewarisan
1. Konsekwensi yuridis berkaitan dengan persoalan domisili di dalam
kepemilikan tanah tanah pertanian absentee jangan hanya
dibuktikan dengan KTP yang merupakan bukti administratip.
Pembuktian dengan KTP harus dilengkapi juga dengan surat
keterangan domisili yang merupakan pembuktian domisili
seseorang.
2. Konsekwensi Yuridis terhadap Hak Prioritas dalam kepemilikan
tanah pertanian absentee bahwa hak prioritas dapat menghilangkan

hak kepemilikan atas tanah pertanian.

Il. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran-saran sebagai
berikut:

1. Penambahan terhadap pengecualian larangan kepemilikan tanah
pertanian absentee kepada pensiunan pegawai negeri dan janda
pegawai negeri dan janda pensiunan pegawai negeri harus dihapus
karena bertentangan dengan keadilan, yaitu persamaan hak.

2. Batasan waktu satu tahun untuk pindah domisili atau mengalihkan hak
atas kepemilikan tanah pertanian absentee harus ditambah.
Penambahan tersebut harus memperhatikan norma dan budaya yang

ada di dalam masyarakat. Budaya tersebut adalah bahwa masyarakat
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masih menganggap tabu untuk membagi warisan sebelum peringatan
1000 hari (kurang lebih 3 tahun) kematian pewaris.

Pembuktian kepemilikan tanah pertanian selain dengan KTP harus
ditambah dengan surat keterangan domisili dari Panitya Landreform

tingkat Kecamatan dan Desa.
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